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PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2024/PA.Una

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA UNAAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Motui, 4 Agustus 1987 (umur

36  tahun),  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Mengurus  Rumah  Tangga,  bertempat  tinggal  di  Desa

Tondowatu, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: La Isan, S.H dan

kawan-kawan,  advokat  pada  kantor  hukum  “LEMBAGA

BANTUAN  HUKUM  (LBH)  HIMPUNAN  ADVOKAT  MUDA

INDONESIA  (HAMI)  PROVINSI  SULAWESI  TENGGARA”

yang  beralamat  di  Jalan  Mayjend  S.  Parman,  Nomor  76,

Kelurahan  Kemaraya,  Kecamatan  Kendari  Barat,  Kota

Kendari,  berdasarkan  surat  kuasa  khusus  nomor

56/Pdt/SKK/LBH-HAMI/SULTRA/VI/2024  tanggal  20  Juni

2024,  yang  telah  didaftarkan  di  kepaniteraan  Pengadilan

Agama Unaaha nomor 102/SK/2024/PA.Una tanggal 24 Juni

2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Motui, 20 Oktober 1983 (umur

40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

bertempat  tinggal  di  Rumah  Tahanan  Unaaha,  Desa

Lalonggowuna, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
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Telah mempelajari berkas perkara; 

M DUDUK PERKARA 
Bahwa  Penggugat  dalam surat gugatannya tanggal 20 Juni 2024 yang

didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Unaaha,  Nomor

226/Pdt.G/2024/PA.Una,  tanggal  24  Juni  2024,  dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  telah  melangsungkan  pernikahan  dengan

Tergugat  pada tanggal  26 Februari  2006 di  hadapan Pejabat  PPN KUA

Kecamatan Motui dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor 11/04/II/2006

tertanggal 28 Februari 2006;  

2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan

dan  keduanya  bertempat  tinggal  bersama  semula  di  rumah  orang  tua

Tergugat di Desa Tondowatu, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara

dan  terakhir  bertempat  tinggal  di  rumah  sendiri  di  Desa  Tondowatu,

Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara selama 16 tahun 3 Bulan;

3. Bahwa  dari  pernikahan  tersebut  telah  dikaruniai  3  (tiga)  orang

anak yang masing-masing bernama:

3.1. xxxx,  lahir  Kendari  tanggal  17  Agustus  2007  (umur  16

tahun);

3.2. xxxx, lahir Kendari tanggal 08 Maret 2013 (umur 14 tahun);

3.3. xxxx, lahir Kendari tanggal 21 Juli 2018 (umur 5 tahun 11

bulan);

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai

goyah  dan  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus

yang sulit didamaikan sejak bulan  Desember 2018 sampai dengan bulan

Mei 2022;

5. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei 2022 yang

kronologi  kejadiannya adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar

secara terus menerus yang penyebanya Tergugat tidak mau dinasehati oleh

Penggugat sebagai isterinya, agar dia lebih perhatian untuk memberikan
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kasih sayangnya dan berhenti menggunakan barang haram yakni Narkoba

Jenis  Sabu  akan  tetapi  Tergugat  tidak  mau  mendengarkan  nasehat

tersebut, hingga akhirnya di bulan Mei tahun 2022 Tergugat di tangkap dan

ditahan atas kasus penyalagunaan Narkotika di rumah tahanan kelas IIB

Unaaha  yang  beralamat  di  Desa  Lalonggowuna,  Kecamatan  Tongauna,

Kabupaten  Konawe,  dan  hingga  sampai  saat  ini  antara  Penggugat  dan

Tergugat sudah tidak ada lagi hubugan layaknya pasagan suami isteri;

6. Bahwa  sebab-sebab  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran

tersebut adalah karena:

6.1. Tergugat  tidak  mau  mendengarkan  nasehati  Penggugat

sebagai isterinya;

6.2. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;

6.3. Tergugat sering mengunakan barang haram yakni narkoba

jenis sabu;

7. Bahwa  akibat  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut,

akhirnya sejak  bulan  Mei  2022 Hingga sekarang selama lebih  kurang 2

tahun,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal  karena

Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana

dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah

sendiri  di  Desa Tondowatu, Kecamatan Motui,  Kabupaten Konawe Utara

dan Tergugat bertempat tinggal di rumah tahanan kelas IIB Unaaha di Desa

Lalonggowuna, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;

8. Bahwa  sejak  berpisahnya  Penggugat  dan  Tergugat  selama  2

Tahun  sebagaimana  mestinya  karena  sejak  saat  itu  Tergugat  tidak  lagi

melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa  Penggugat  telah  berupaya  mengatasi  masalah  rumah

tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  melalui  jalan  musyawarah  atau

berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil; 

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut  di  atas,  maka Penggugat

merasa  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  dapat

dipertahankan  lagi  karena  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus

menerus  yang  berkepanjangan  dan  sulit  diatasi  dan  tidak  ada  harapan
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untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai

dengan Tergugat;

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  ata,  Penggugat  mohon

kepada  Majelis  Hakim  untuk  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  berbunyi

sebagai berikut: 

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra Tergugat  (xxx) terhadap

Penggugat (xxxx);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; 

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono).

 Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang

dibacakan di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa  kuasa  hukum  Penggugat  telah  menyerahkan  Surat  Khusus

nomor  56/Pdt/SKK/LBH-HAMI/SULTRA/VI/2024  tanggal  20  Juni  2024,  yang

telah  didaftarkan  di  kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Unaaha  nomor

102/SK/2024/PA.Una  tanggal  24  Juni  2024,  dan  telah  pula  menyerahkan

fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan

Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya.  Selanjutnya

Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara dalam

perkara a quo guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk  tidak

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil  gugatannya untuk

bercerai dengan Tergugat;
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Bahwa perkara  ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang

maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali perbaikan

pada identitas Tergugat yaitu pekerjaan Tergugat adalah Petani;

Bahwa Penggugat untuk  membuktikan  dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti-bukti  berupa:

A.   Surat:  

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 28 Februari 2006

yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sawa,  yang

bermeterai  cukup,  di-nazegelen dan  setelah  dicocokkan  dengan  aslinya

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda  P.1;

2. Fotokopi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Unaaha  Nomor

xxx/Pid.Sus/2022/PN.Unh,  A.n.  terdakwa  xxxx.   Bukti  tersebut  telah

bermeterai cukup, di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa  Penggugat telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk  mempersingkat  uraian putusan ini,  segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini; 

MI PERTIMBANGAN HUKUM 
Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana  terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang

dibacakan di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut akan tetapi tidak menghadap  persidangan,  harus dinyatakan tidak hadir
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dan  gugatan  Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek,  vide Pasal

149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat memberikan kuasa

khusus  kepada La  Isan,  S.H.,  dan  kawan-kawan,  berdasarkan  surat  kuasa

khusus nomor nomor 56/Pdt/SKK/LBH-HAMI/SULTRA/VI/2024 tanggal 20 Juni

2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha nomor

102/SK/2024/PA.Una tanggal 24 Juni 2024;

Menimbang,  bahwa  setelah  meneliti  syarat-syarat  formil  surat  kuasa

khusus,  identitas  kuasa,  dan  Berita  Acara  Pengambilan  Sumpah  Advokat

masing-masing  kuasa,  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa pemberian  kuasa

khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-

syarat  formil sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  147  ayat  (1)  RBg  juncto

Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah

Agung  (SEMA) Nomor  6  Tahun  1994,  sehingga  secara  hukum  kuasa

Penggugat  tersebut sah  mewakili  dan/atau  mendampingi  Penggugat  dalam

pemeriksaan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  perceraian  dalam  gugatan

Penggugat adalah sejak bulan Desember 2018, rumah tangga Penggugat dan

Tergugat  sudah  tidak  harmonis  dan  sering  terjadi  pertengkaran  yang  terus

menerus yang disebabkan karena: Tergugat tidak mau mendengarkan nasihat

Penggugat sebagai istrinya; Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan

Tergugat  sering  menggunakan  barang  haram  yakni  narkoba  jenis  sabu;

sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022

hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-

tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak

pernah hadir  di  persidangan,  namun karena perkara  ini  perkara  perceraian,

maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-alasan

perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal 283  R.Bg  jo.  Pasal  1685

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa Penggugat  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya  telah

mengajukan bukti surat P.1 dan P.2; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

xxxx  tanggal  28  Februari  2006  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil

sebagai akta otentik,  oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

sempurna  dan  mengikat  sesuai  Pasal  Pasal  285  R.Bg  juncto Pasal  1870

KUHPerdata, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri

sah yang menikah pada tanggal 26 Februari 2006;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2  adalah  Fotokopi  Putusan  Pengadilan

Negeri Unaaha yang berkekuatan hukum tetap, yang dikeluarkan oleh Pejabat

yang  berwenang  sebagai  akta  autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos

(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo.

Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b

dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka

bukti  surat  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil,  isi  bukti  tersebut

menerangkan Tergugat, xxxxx, pada tanggal 27 September 2022, telah dijatuhi

hukuman  pidana  penjara  selama  5  (lima)  tahun  dan  denda  sebesar  Rp

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

tidak  dibayar,  maka  akan  diganti  dengan  pidana  penjara  selama  6  (enam)

bulan, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan

tanaman",  relevan  dengan  dalil  yang  hendak  dibuktikan  oleh  Penggugat,

sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik

mempunyai  kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en

bindende bewijskracht);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti  di  atas ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah  yang

menikah pada tanggal 26 Februari 2006;
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- Bahwa Tergugat atas putusan Pengadilan Negeri  Unaaha yang

telah  berkekuatan  hukum  tetap  telah  dijatuhi  hukuman  pidana  penjara

selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan

diganti  dengan  pidana  penjara  selama  6  (enam)  bulan,  karena  terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak

atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  Majelis

Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  disyariatkannya  pernikahan  oleh  Islam,  adalah

mempunyai  tujuan  yang  suci  dan  mulia  sebagai  ikatan  yang  kokoh  kuat

(mitsaqan  ghalidzan),  dengan  maksud  untuk  membentuk  rumah  tangga

sakinah yang  diliputi  oleh  suasana  mawaddah  wa  rahmah,  sebagaimana

dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat

(1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti  sebagaimana tersebut di  atas,

Majelis  sepakat  berpendapat  bahwa  apa  yang  didambakan  dalam  rumah

tangga  tersebut,  tidak  lagi  dapat  terwujud,  karena  seorang  suami  yang

seharusnya menjadi pemimpin, pelindung dan pendidik bagi isterinya, ternyata

melakukan  perbuatan  pidana  "tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menguasai

narkotika golongan I bukan tanaman ", dan karena perbuatannya itu, Tergugat

dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

tidak  dibayar,  maka  akan  diganti  dengan  pidana  penjara  selama  6  (enam)

bulan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Majelis berpendapat, bahwa

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (broken

married), yang sulit untuk disatukan lagi; 
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Menimbang,  bahwa  pertimbangan  Majelis  tersebut  sejalan  dengan

pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248

yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لللدى القاضللي ببينللة الزوجللة، أو اعللتراف الللزوج،
وكان اليذاء مما ل يطللاق معلله دوام العشللرة بين أمثالهمللا وعجللز

 القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة.
Artinya:  Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri

atau  dengan pengakuan suami,  dan perlakuan suami  membuat  istri

tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim

dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang,  bahwa  secara  sosiologis,  memang  perceraian  itu

menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang

diliputi  oleh  suasana  ketidak  pastian,  kebencian,  kesedihan  dan  rasa  hidup

sendiri/kesepian yang berkepanjangan, justru menimbulkan madlarat yang lebih

besar.  Oleh  karenanya  maka  harus  dipilih,  mana  diantara  keduanya  yang

tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan qoidah fiqhiyyah

yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya:  “Apabila  dua  mafsadah  bertentangan,  maka  perhatikan  mana yang

lebih  besar  mudlaratnya  dengan  mengerjakan  yang  lebih  ringan

mudlaratnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai

dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19

huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (c)

Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang,  bahwa oleh  karena Tergugat  tidak  pernah hadir  di  muka

persidangan dan juga tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah dan ternyata

ketidak hadirannnya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut

hukum, lagipula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan
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hukum, maka sesuai  ketentuan pasal  149 ayat (1) RBg, perkara ini  diputus

secara verstek; 

Menimbang, bahwa  oleh  karena gugatan Penggugat telah terbukti  dan

dikabulkan,  karenanya Majelis  Hakim sepakat  untuk  menjatuhkan talak  satu

ba’in sughra  Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119

ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  a  quo masuk  dalam  bidang

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 7 Tahun

1989  tentang Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor  50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MII MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra  Tergugat  (xxxx) terhadap

Penggugat (xxxx);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Rabu, tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram

1446 Hijriah, oleh Abdul Salam, S.HI.,  sebagai Ketua Majelis, Dita Wardhani

Muntalib,  Lc.,  M.H., dan  Nurul  Aini,  S.HI.,  sebagai  Hakim  Anggota  dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis

dengan dihadiri  para  Hakim Anggota  tersebut  dan Cherman Rahman,  S.H.,
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sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

                                                     

Abdul Salam, S.HI

Hakim Anggota,

                           

    Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H

Hakim Anggota,

                    

Nurul Aini, S.HI

Panitera Pengganti,

                                                      

Cherman Rahman, S.H

Perincian Biaya: 

1. Pendaftaran   : Rp  30.000,00 

2. Proses  : Rp  75.000,00 

3. Panggilan   : Rp  42.000,00 

4. PNBP Panggilan  : Rp  20.000,00

5. PNBP Surat Kuasa  : Rp  10.000,00

6. Redaksi    : Rp  10.000,00 

7. Meterai                                        : Rp    10.000  ,00   

Jumlah   : Rp197.000,00 

     (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
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